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ABSTRACT 
Evaluation of The Internal Control System and Procedures for Filing a Fire Insurance Claim Payments 
(Studies on PT Asuransi Wahana Tata). The establishment of internal control system is to avoid various 
types of irregularities and errors that may occur. The aim of this analysis is to find out the system and the 
procedure on payment claim submission of Fire Insurance in PT Asuransi Wahana Tata not only in general 
but also in the internal control. This analysis uses descriptive method. The object of this analysis is PT 
Asuransi Wahana Tata Jakarta. The analysis in this study is to analyze of the internal control and 
Procedures for Filing a Fire Insurance Claim Payments consisting of the organizational structure, 
authorization, good practice, and good employee. The result of this analysis shows that the internal control 
of system and procedure on payment claim submission of Fire Insurance in PT Asuransi Wahana Tata 
Jakarta is very well. Somehow, there are some weaknesses in the system which can lead into loss for the 
insurance company. The control of internal system and the procedure on payment claim submission of Fire 
Insurance PT Asuransi Wahana Tata needs to be fixed, such as separating the functions of checking the file 
completeness with the function of the file authorization of fire insurance claims filing. Improvements should 
be made to minimize the losses for the company. 
 
Keywords: Evaluation, Internal Control, Fire Insurance. 
 
ABSTRAK 
Evaluasi pengendalian intern terhadap sistem dan prosedur pengajuan pembayaran klaim asuransi kebakaran 
(studi pada PT Asuransi Wahana Tata Jakarta). Perusahaan melakukan sistem pengendalian intern untuk 
menghindari segala bentuk penyimpangan dan kesalahan yang mungkin akan terjadi. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengetahui pengendalian intern dalam sistem dan prosedur pengajuan pembayaran klaim 
asuransi kebakaran pada PT Asuransi Wahana Tata Jakarta. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Objek 
penelitian ini adalah PT Asuransi Wahana Tata Jakarta. Analisis dalam penelitian ini antara lain 
menganalisis pengendalian intern dalam sistem dan prosedur pengajuan klaim dan pembayaran klaim 
asuransi kebakaran pada PT Asuransi Wahana Tata Jakarta meliputi struktur organisasi, otorisasi/wewenang 
yang jelas, praktek yang sehat, mutu karyawan, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, dan pengamanan 
terhadap dokumen dan program komputer. Berdasarkan hasil penelitian pengendalian intern sistem dan 
prosedur pada PT Asuransi Wahana Tata sudah cukup baik, namun dalam pelaksanaannya masih ada 
beberapa kelemahan yang akan dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Pengendalian intern sistem 
dan prosedur pengajuan pembayaran klaim asuransi kebakaran pada PT Asuransi Wahana Tata perlu 
beberapa perbaikan, salah satunya seperti pemisahan fungsi pengecekan kelengkapan berkas dengan fungsi 
otorisasi berkas pengajuan klaim asuransi kebakaran. Perbaikan perlu dilakukan agar terhindar dari kerugian 
bagi perusahaan. 
 
Kata kunci :Evaluasi, Pengendalian Intern, asuransi kebakaran. 
 
 Jurnal Administrasi Bisnis  (JAB)|Vol. 14 No. 1 September 2014|                                                                                                                        
administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id    
2 
 
 
1. PENDAHULUAN 
Penduduk yang tersebar tidak merata 
menjadi salah satu permasalahan di Indonesia. 
Masyarakat kerap meninggalkan kampung 
halamannya hanya untuk tinggal di kota-kota 
besar. Jumlah penduduk di kota-kota besar 
seperti Jakarta dan Surabaya tidak sebanding 
dengan luas wilayah kota besar yang ada di 
Indonesia sehingga menyebabkan kepadatan 
penduduk di kota-kota besar. Bangunan-
bangunan rumah yang berhimpitan, atau 
gedung-gedung yang dekat pemukiman kerap 
kali terlihat di kota besar. Hal ini dapat 
meningkatkan resiko kebakaran yang dapat 
menimbulkan kerugian. Masyarakat mencari 
cara untuk menyiasati kerugian yang mungkin 
timbul dari kebakaran, untuk itu muncul 
asuransi kebakaran sebagai salah satu produk 
asuransi. 
“Asuransi kebakaran adalah 
pertanggungan yang menjamin 
kerugian/kerusakkan atas harta benda (harta 
tetap dan harta bergerak) yang disebabkan oleh 
kebakaran, yang terjadi karena api sendiri atau 
api dari luar, karena udara buruk, kurang hati-
hati, kesalahan atau perbuatan tidak pantas dari 
pelayan tertanggung, tetangga, musuh, 
perampok dan apa saja dan dengan cara 
bagaimanapun sebagai sebab timbulnya 
kebakaran.” (Pasal 290 KUHD). 
Asuransi kebakaran merupakan salah satu 
dari produk dari asuransi kerugian. Salah satu 
kegiatan dalam asuransi kebakaran adalah 
pembayaran premi. Premi menurut Soeisno 
Djojosoedarso (2003:121) adalah pembayaran 
dari tertanggung kepada penanggung sebagai 
imbalan jasa atas pengalihan risiko kepada 
penanggung. Salah satu pembayaran premi yang 
dilakukan oleh pihak penanggung atau 
perusahaan asuransi yaitu pembayaran untuk 
klaim kebakaran. Klaim adalah suatu tuntutan 
terhadap hak sejumlah uang pertanggungan 
yang diterima pemegang polis karena telah 
memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian 
asuransi yang wajib dibayarkan oleh pihak 
tertanggung sesuai dengan kesepakatan yang 
tertera dalam perjanjian asuransi (polis). 
(www.bumiputera.com) 
Rangkaian aktivitas atau kegiatan yang 
dilakukan secara berulang-ulang dengan cara 
bersama-sama merupakan pengertian Prosedur 
menurut Susanto (2007:264). Kesalahan-
kesalahan yang mungkin terjadi pada tahapan 
tertentu akan mempengaruhi prosedur-prosedur 
selanjutnya. Hal tersebut menguatkan 
pandangan bahwa prosedur dalam pengajuan 
pembayaran klaim asuransi kebakaran 
merupakan tahapan yang cukup rawan terjadi 
kesalahan. Pengendalian intern yang baik akan 
membantu pihak perusahaan agar terhindar dari 
kesalahan atas penyimpangan penelitian klaim 
yang mungkin terjadi. 
Pembayaran klaim erat kaitannya dengan 
sistem pengeluaran kas. Salah satu bagian dari 
aktiva yang paling lancar (paling likuid) dan 
paling mudah berpindah tangan dalam suatu 
transaksi adalah sifat yang dimiliki oleh kas 
(Martono dan Harjito, 2002:116). Pihak 
perusahaan perlu mengadakan pengendalian 
intern yang baik dan efektif terhadap proses 
pengajuan dan pembayaran klaim untuk 
perlindungan terhadap kas dan keakuratan 
catatan akuntansi dapat terjamin. 
Tujuan utama diadakannya sistem 
pengendalian intern untuk menjaga integritas 
informasi akuntansi, melindungi aktiva 
perusahaan terhadap kecurangan, pemborosan 
dan pencurian yang dilakukan oleh pihak di 
dalam maupun di luar perusahaan. (Widjajanto, 
2001:18). Pengendalian intern yang sudah ada 
belum tentu dapat berjalan dengan baik.Harus 
diadakan evaluasi yang baik dalam pelaksanaan 
pengendalian intern tersebut. 
Perusahaan Asuransi Wahana Tata 
merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 
asuransi yang menyediakan asuransi kebakaran. 
Alasan utama pemilihan perusahaan  adalah 
karena masih ada perangkapan fungsi dan 
tanggung jawab dalam pelaksanaannya. Hal ini 
dapat menimbulkan peluang terjadinya 
kecurangan. 
Tujuan diadakannya penelitian antara lain 
yang pertama untuk mengetahui sistem dan 
prosedur pengajuan pembayaran klaim asuransi 
kebakaran pada PT Asuransi Wahana Tata 
Jakarta, dan yang kedua untuk mengetahui 
pengendalian intern terhadap sistem dan 
prosedur pengajuan pembayaran klaim pada PT 
Asuransi Wahana Tata Jakarta. 
 
2. KAJIAN PUSTAKA 
Pengertian Sistem dan Prosedur 
Kegiatan pokok perusahaan yang dilaksanakan 
dengan jaringan prosedur yang dibuat menurut 
pola disebut dengan sistem. Prosedur adalah 
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beberapa orang dalam satu departemen atau 
lebih yang terlibat pada suatu urutan kegiatan 
klerikal. Penyeragaman pada penanganan 
transaksi perusahaan yang terjadi berulang-
ulang merupakan tujuan prosedur tersebut 
dibuat. (Mulyadi, 2001:5). 
Pengertian Sistem Akuntansi 
Sistem akuntansi terdiri atas metode dan catatan 
yang menetapkan tentang pengidentifikasian, 
perangkaian, penganalisisan, penggolongan, 
pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi 
yang dilakukan perusahaan. pemeliharaan 
akuntabilitas aktiva dan kewajiban yang terkait 
merupakan tujuan dari sistem akuntansi.  
(Krismiaji, 2002:219). 
Fungsi Sistem Akuntansi 
a. Tersedianya informasi bagi pengelolaan 
kegiatan usaha baru 
b. Informasi yang dihasilkan oleh sistem yang 
sudah ada dapat diperbaiki mutunya, 
ketetapan penyajian, maupun struktur 
informasinya. 
c. Pengendalian akuntansi dan pengecekan 
intern dapat diperbaiki, yaitu untuk tingkat 
keandalan (realibility) informasi akuntansi 
dan untuk penyediaan catatan lengkap 
mengenai pertanggungjawaban dan 
perlindungan kekayaan perusahaan. 
d. Biaya klerikal dalam penyelenggaraan 
catatan akuntansi dapat dikurangi. 
Sumber : Mulyadi (2001:20) 
Pengertian Pengendalian Intern 
Rama dan Jones (2008:136) menjelaskan 
pengendalian intern (internal control) adalah 
suatu proses yang dipengaruhi oleh struktur 
organisasi yang terkait. Pengendalian intern 
dirancang untuk memberikan kepastian dalam 
pencapaian sasaran kategori yaitu efektivitas 
dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan 
keuangan, ketaatan terhadap peraturan yang 
sudah dibuat perusahaan. 
Tujuan pengendalian intern 
a. Aset telah dilindungi dan digunakan untuk 
keperluan bisnis. 
b. Informasi bisnis akurat. 
c. Karyawan mematuhi hukum dan peraturan 
yang berlaku 
Sumber : (Reeve, dkk. 2009:389) 
Unsur-unsur sistem pengendalian intern 
a. Pemisahan mengenai tanggung jawab 
fungsional secara tegas pada Struktur 
Organisasi. 
b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan 
yang memberikan perlindungan yang cukup 
terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan 
biaya. 
c. Praktik yang sehat dalam pelaksanaan tugas 
dan fungsi dari setiap unit organisasi. 
d. Mutu Karyawan sesuai dengan tanggung 
jawab.  
Sumber: (Mulyadi 2010:164) 
Pentingnya Pengendalian Intern  
a. Pengamanan harta atau aktiva. 
b. Dipercayai catatan keuangan.  
c. Transaksi-transaksi. 
Sumber: (Mulyadi 2002:180) 
Keterbatasan Sistem Pengendalian Intern 
a. Kesalahan dalam judgement. Kurangnya 
informasi, terbatasnya waktu, ataupun 
tekanan-tekanan yang terjadi dapat 
memungkinkan manajemen atau personel 
lain memberikan judgement yang salah 
dalam mengambil keputusan ataupun dalam 
menyusun tugas-tugas rutin. 
b. Kegagalan. Tugas yang dijalankan dapat 
mengakibatkan kegagalan apabila terjadi 
kesalahpahaman, kecerobohan dan 
ketidakhati-hatian antar personel  dapat 
mengakibatkan kegagalan.  
c. Kolusi. Fungsi yang ada di dalam organisasi 
pada setiap transaksi yang dilakukan 
perusahaan seharusnya tidak boleh 
dijalankan oleh satu bagian saja. Hal tersebut 
tidak diperkenankan karena dapat memicu 
terjadinya tindakan kolusi dengan sesama 
pegawai, konsumen maupun supplier seingga 
data keuangan yang dibuat perusahaan tidak 
menunjukkan fakta yang sebenarnya. 
d. Pelanggaran manajemen. Kebijakan atau 
peraturan yang dibuat oleh perusahaan 
dilanggar oleh pihak manajemen itu sendiri 
untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau 
untuk merekayasa data keuangan. 
e. Cost vs Benefit. Benefit yang akan diperoleh 
hendaknya lebih besar dari Biaya yang 
dikeluarkan untuk pengendalian intern. 
Sumber : (Mulyadi 2001:181) 
Sistem Pengeluaran Kas 
Pengeluaran kas dalam perusahaan dilakukan 
dengan menggunakan cek. Pengeluaran kas 
yang jumlahnya relatif kecil tidak memerlukan 
cek dalam pelaksanaannya, namun dengan cara 
dana kas kecil (Mulyadi, 2010:509). 
Dokumen yang Digunakan 
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a. Bukti Kas Keluar. Dokumen yang dibuat 
oleh fungsi akuntansi ini berfungsi sebagai 
perintah pengeluaran kas kepada Bagian 
Kasa sebesar yang tercantum dalam 
dokumen tersebut. 
b. Cek. Cek jika dilihat dari sudut sistem 
informasi akuntansi merupakan dokumen 
yang digunakan untuk memerintahkan bank 
melakukan pembayaran sejumlah uang 
kepada orang atau organisasi yang namanya 
tercantum pada cek. 
c. Permintaan Cek (Check Request). Dokumen 
ini diperlukan sebagai permintaan 
pengeluaran kas dari suatu fungsi kepada 
fungsi akuntansi yang akan membuat bukti 
kas keluar.  
(Mulyadi 2010:501) 
Catatan Akuntansi yang Digunakan 
a. Jurnal Pengeluaran Kas. Faktur yang telah 
dicap “Lunas” oleh fungsi kas merupakan 
dokumen yang digunakan sebagai dasar 
pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas. 
b. Register Cek. Register cek digunakan untuk 
mencatat cek-cek perusahaan yang 
dikeluarkan untuk pembayaran para kreditur 
perusahaan atau pihak lain. 
(Mulyadi 2010:513) 
Fungsi yang Terkait 
Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi 
pengeluaran kas dengan cek menurut Mulyadi 
(2010:513)  adalah: 
a. Fungsi yang memerlukan pengeluaran kas 
b. Fungsi kas 
c. Fungsi akuntansi 
d. Fungsi pemeriksa intern 
Unsur Pengendalian Intern dalam Sistem 
Pengeluaran Kas 
a. Organisasi 
1) Pemisahan antara Fungsi penyimpanan 
kas dengan fungsi akuntansi 
2) Setiap transaksi mulai dari proses awal 
sampai dengan akhir pada transaksi 
penerimaan maupun pengeluaran kas 
tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh 
Bagian Kasa dari awal sampai akhir. 
b. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan 
3) Pejabat yang memiliki wewenang 
harus mengotorisasi setiap transaksi 
yang berhubungan dengan pengeluaran 
kas. 
4) Pejabat yang memiliki wewenang 
menentukan pembukaan dan penutupan 
rekening bank  
5) Bukti kas keluar yang telah mendapat 
otorisasi dari pejabat yang berwenang 
dan pelampiran dokumen pendukung 
yang lengkap merupakan dasar dalam 
pencatatan jurnal pengeluaran kas. 
c. Praktik yang sehat 
6) Saldo kas yang ada di tangan perlu 
perlindungan dari kemungkinan adanya 
pencurian atau penggunaan yang tidak 
semestinya 
7) Setiap transaksi pengeluaran kas 
Bagian Kasa membubuhi cap “lunas” 
sebagai dokumen dasar dan dokumen 
pendukung bahwa transaksi 
pengeluaran kas sudah dilakukan. 
8) Penggunaan rekening koran bank (bank 
statement) merupakan informasi dari 
pihak ketiga bertujuan untuk mengecek 
ketelitian catatan kas oleh fungsi 
pemeriksa intern (internal audit 
function) yang merupakan fungsi yang 
tidak terlibat dalam pencatatan dan 
penyimpanan kas. 
9) Semua pengeluaran kas harus 
dilakukan dengan cek atas nama 
perusahaan penerima pembayaran atau 
dengan pemindah bukuan. 
10) Sistem akuntansi pengeluaran kas 
melalui dana kas kecil diselenggarakan 
dengan imprest system apabila 
pengeluaran kas relatif kecil atau 
sedikit. 
11) Jumlah fisik kas yang ada di tangan 
dengan jumlah kas menurut catatan 
akuntansi perlu dicocokkan secara 
periodik. 
12) Kas yang ada di tangan (cash in safe) 
dan kas yang ada di perjalanan (cash in 
transit) diasuransikan dari kerugian. 
13) Kasir diasuransikan (fidelity bond 
insurance). 
14) Kasir dilengkapi dengan alat-alat yang 
mencegah terjadinya pencurian 
terhadap kas yang ada di tangan 
(misalnya mesin register kas, almari 
besi, dan strong room). 
15) Semua nomor cek harus 
dipertanggungjawabkan oleh bagian 
kasa. 
(Mulyadi, 2010:517) 
Asuransi 
Pertanggungan adalah perjanjian dengan mana 
penanggung mengikatkan diri kepada 
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tertanggung dengan menerima premi untuk 
memberikan penggantian kepadanya karena 
kerugian, kerusakan atau kehilangan 
keuntungan yang diharapkan yang mungkin 
dideritanya akibat dari suatu evenemen. 
(Pasal 246 KUHD) 
Berdasarkan definisi tersebut asuransi adalah 
perjanjian antara tertanggung dan penanggung 
yang mempunyai tujuan untuk memberikan 
penggantian karena kerugian, kerusakan atau 
kehilangan yang dialami . Pihak tertanggung 
wajib membayar premi kepada penanggung 
dalam kegiatan asuransi. Individu maupun 
instansi atau perusahaan yang membayar premi 
disebut tertanggung, sedangkan yang menerima 
premi dan mengganti kerugian dari barang yang 
diasuransikan disebut tertanggung. 
Unsur-Unsur Asuransi 
a. Penanggung dan tertanggung 
b. Persetujuan bebas antara penanggung dan 
tertanggung 
c. Benda asuransi dan kepentingan 
tertanggung 
d. Tujuan yang ingin dicapai 
e. Resiko dan premi 
f. Evenemen dan ganti kerugian 
g. Syarat-syarat yang berlaku 
h. Bentuk akta polis asuransi 
(Abdulkadir 2006:10) 
Polis Asuransi 
Polis asuransi menurut Nugroho (2011:20) 
merupakan dasar perikatan dalam asuransi 
antara pihak tertanggung dan pihak 
penanggung, berisi tentang perjanjian asuransi 
dalam bentuk akta.  
Asuransi Kebakaran 
Asuransi Kebakaran adalah pertanggungan yang 
menjamin kerugian / kerusakkan atas harta 
benda (harta tetap dan harta bergerak) yang 
disebabkan oleh kebakaran, yang terjadi karena 
api sendiri atau api dari luar, karena udara jelek, 
kurang hati-hati, kesalahan atau perbuatan tidak 
pantas dari pelayan tertanggung, tetangga, 
musuh, perampok dan apa saja dan dengan cara 
bagaimanapun sebab timbulnya kebakaran. 
(Pasal 290 KUHD) 
Klaim 
Klaim adalah suatu tuntutan atas hak dari 
pemegang polis/yang ditunjuk kepada pihak 
asuransi, atas sejumlah pembayaran uang 
pertanggungan atau nilai tunai, yang timbul 
karena syarat-syarat dalam perjanjian 
asuransinya telah terpenuhi. 
(www.bumiputera.com) 
 
3. METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian yang digunakan adalah 
penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif 
menurut Suryabrata (2008:106) adalah jenis 
penelitian yang memberikan gambaran atau 
uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa 
ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti. 
Tujuan dari fokus penelitian adalah 
membatasi permasalahan yang akan dikaji, 
sehingga obyek penelitian akan terfokus pada 
masalah yang akan diteliti. Fokus penelitian ini 
antara lain: 
a. Sistem dan prosedur pengajuan 
pembayaran klaim asuransi kebakaran. 
b. Evaluasi pengendalian intern terhadap 
sistem dan prosedur pengajuan klaim, 
dan pengeluaran kas pada pembayaran 
klaim asuransi kebakaran meliputi: 
struktur organisasi, sistem wewenang 
dan prosedur, praktek yang sehat, dan 
mutu karyawan. 
c. Evaluasi Pengendalian Intern terhadap 
Sistem dan Prosedur pengeluaran kas 
pada pembayaran klaim asuransi 
kebakaran meliputi: organisasi yang 
digunakan, sistem otorisasi dan prosedur 
pencatatan, praktek yang sehat, dan 
Pengamanan terhadap aktiva, dokumen, 
dan program komputer. 
Lokasi penelitian dipilih oleh peneliti 
adalah PT Asuransi Wahana Tata Jakarta 
yang beralamat di jalan H.R. Rasuna 
Said Kav.C-4 Jakarta. Alasan utama 
pemilihan lokasi adalah karena dalam 
pelaksanaannya terdapat perangkapan 
fungsi yang mungkin dapat merugikan 
pihak perusahaan. 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Sistem dan Prosedur Pengajuan Klaim 
Asuransi Kebakaran 
a. Fungsi yang terkait 
 Call center Aswata, Tertanggung 
menghubungi call center Asuransi 
Wahana Tata untuk melaporkan atau 
mengajukan klaim kebakaran. 
 Claim Officer menerima dan 
melakukan pengecekan berkas 
dokumen, melakukan survey ke 
lokasi kejadian, melakukan analisa 
liability, perhitungan nilai ganti rugi 
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yang didiskusikan dengan Section 
Head Claim, dan penyampaian 
Adjustment (nilai ganti rugi) kepada 
tertanggung. 
 Section Head Claim Claim 
memutuskan langsung atau 
mendiskusikan dengan Department 
Head Claim apabila ada klaim-
klaim yang memerlukan perhatian 
khusus, misalnya potensi dispute 
dan klaim tidak terjamin, melakukan 
penunjukkan independen Loss 
Adjuster apabila dibutuhkan, 
perhitungan nilai ganti rugi yang 
didiskusikan dengan Claim Officer, 
melakukan pengesahan analisa 
klaim baik Adjustment internal 
maupun berdasarkan report Loss 
Adjuster yang dibuat Claim Officer 
sesuai dengan limit yang sudah 
ditetapkan, dan melakukan review 
Claim liability pada Laporan 
Kerugian Sementara (LKS) sesuai 
dengan limit yang sudah ditetapkan. 
Department Head Claim melakukan 
penunjukkan independen Loss 
Adjuster apabila dibutuhkan, 
memutuskan langsung tindak lanjut 
pemrosesan klaim apabila ada 
klaim-klaim yang memerlukan 
perhatian khusus seperti potensi 
dispute, klaim tidak terjamin, 
melakukan pengesahan mengenai 
analisa klaim baik Adjustment 
internal maupun berdasarkan report 
Loss Adjuster yang dibuat Claim 
Officer sesuai dengan limit yang 
sudah ditetapkan, dan melakukan 
reviewClaimliability pada Laporan 
Kerugian Sementara (LKS) sesuai 
dengan limit yang sudah ditetapkan. 
b. Formulir dan bekas-berkas yang 
diserahkan dalam pengajuan klaim 
asuransi kebakaran 
Formulir Laporan Kerugian merupakan 
formulir yang berisi keterangan 
mengenai penyebab kebakaran terjadi. 
Dokumen-dokumen pendukung seperti 
Surat Tuntutan Ganti rugi yaitu 
perincian kerugian dan nilai yang 
diajukan ke pihak penanggung, 
kronologis terjadinya kebakaran, surat 
keterangan kebakaran, dan berkas-
berkas lainnya seperti Polis, fotokopi 
identitas tertanggung, fotokopi Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB), sertifikat 
tanah, foto-foto klaim. 
c. Prosedur pengajuan klaim asuransi 
kebakaran 
 Pelaporan klaim. Tertanggung wajib 
melaporkan kepada penanggung 
secara lisan maupun tulisansetiap 
kejadian kehilangan atau kerusakan 
barang maupun adanya tuntutan dari 
pihak lain. 
 Pelaksanaan Survey. Penanggung 
akan melakukan survey ke lokasi 
kejadian untuk mengetahui detil 
kejadian dan penyebabnya. 
Tertanggung harus menyiapkan 
dokumen awal yaitu kronlogis 
kejadian, rincian kerusakan, dan 
polis. 
 Penunjukkan Loss Adjuster. 
Penunjukkan Loss Adjuster dilakukan 
apabila diketahui tingkat kerugian 
besar atau kompleksitas klaim tinggi. 
Penunjukkan Loss Adjuster dilakukan 
oleh Section Head Claim atau 
Department Head Claim. 
 Menyiapkan dokumen pendukung 
klaim. Penanggung ataupun Loss 
Adjuster akan memberikan rincian 
dokumen yang harus dilengkapi 
tertanggung. 
 Analisa liability polis. Penanggung 
akan melakukan analisa atas terjamin 
tidaknya klaim yang diajukan oleh 
tertanggung setelah dokumen 
pendukung sudah dilengkapi. Klaim 
yang tidak terjamin dalam polis 
proses pengajuan klaim akan 
dihentikan. Klaim yang terjamin 
dalam polis maka klaim akan diproses 
lebih lanjut dengan melakukan proses 
Adjustment. Adjustment dilakukan 
sesuai syarat dan kondisi polis. 
Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas untuk 
Pembayaran Klaim Asuransi Kebakaran 
a. Fungsi yang terkait 
Section Head Claim menerima dan 
mengesahkan Adjustment Claim seusai 
dengan limit yang sudah ditetapkan. 
Department Head Claim Claim 
menerima dan menandatangani 
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Adjustment Claim sesuai dengan limit 
yang sudah ditetapkan. Claim Officer 
menerbitkan Claim Statement (perintah 
pembayaran klaim) kepada bagian 
Keuangan beserta nomor rekening 
tertanggung, menerima bukti transaksi 
pembayaran klaim dari bagian 
Accounting, men-scan bukti transaksi 
pembayaran dan dikirim melalui email 
kepada tertanggung. Bagian Accounting 
menerima dan melakukan pengecekan 
keabsahan Claim Statement yang dibuat 
Claim Officer, melakukan surat perintah 
pembayaran, melakukan pengecekan 
kecocokan antara Claim Statement 
dengan bukti transaksi. Bagian 
Keuangan melakukan pembayaran klaim 
kepada tertanggung secara transfer, 
melakukan pencatatan atas pembayaran 
klaim kepada tertanggung. 
b. Catatan akuntansi yang berkaitan dengan 
pencatatan transaksi pembayaran klaim 
Claim Statement merupakan rincian 
yang menunjukkan history klaim. 
Release and Discharge adalah nominal 
klaim yang tertera pada Claim Statement 
yang dibuat agar tidak ada tuntutan yang 
berkaitan dengan nilai pembayaran 
klaim dari pihak tertanggung di 
kemudian hari. Bukti transfer 
pembayaran klaim adalah rincian yang 
bisa dijadikan bukti bahwa bagian 
keuangan sudah melakukan pembayaran. 
c. Prosedurpembayaran klaim asuransi 
kebakaran 
 Pengesahan Adjustment Claim. 
Section Head Claim atau Department 
Head Claim akan menandatangani 
Adjustment Claim dari Claim Officer 
sesuai dengan limt yang sudah 
ditetapkan. 
 Penyampaian Adjustment Claim 
kepada tertanggung. Claim Officer 
akan memberikan surat penawaran 
ganti rugi kepada tertanggung. 
 Persetujuan tertanggung. Tertanggung 
mempelajari surat penawaran ganti 
rugi dan menandatangani di atas 
materai apabila tertanggung telah 
setuju. 
 Pengecekan dokumen persetujuan. 
Claim Officer akan memeriksa 
dokumen persetujuan. Claim 
Statement akan diterbitkan apabila 
semua dokumen sudah sesuai. Claim 
Statement beserta nomor rekening 
tertanggung diinformasikan kepada 
Bagian Accounting. 
 Pengecekan nomor rekening. Bagian 
Accounting akan menerima Claim 
Statement dan melakukan 
pengecekan. Bagian Accounting akan 
melakukan surat perintah pembayaran 
kepada bagian keuangan apabila tidak 
ada kesalahan. 
 Pembayaran klaim. Bagian keuangan 
akan melakukan transfer pembayaran 
klaim ke rekening tertanggung paling 
lambat tiga puluh hari setelah adanya 
kesepakatan. 
 Pencatatan transaksi. Bagian 
keuangan akan melakukan pencatatan 
transaksi pembayaran klaim. 
Pencatatan traksaksi yang dibuat 
Bagian Keuangan akan diperiksa oleh 
Bagian Accounting, dan akan 
dicocokkan dengan bukti transaksi 
dan dengan Claim Statement. 
Analisis Pengendalian Sistem dan Prosedur 
Pengajuan Klaim Asuransi Kebakaran 
a. Struktur Organisasi 
Sistem dan prosedur mengenai 
pengecekan berkas pengajuan klaim 
kebakaran dinilai masih kurang baik. 
Struktur organisasi tidak dipisahkan 
secara jelas antara fungsi pelaksana 
pengecekan kelengkapan dengan fungsi 
yang mengabsahkan berkas pengajuan 
klaim kebakaran. 
b. Sistem wewenang / otorisasi 
Proses otorisasi yang dilakukan pada 
sistem dan pengajuan klaim kebakaran 
sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari 
penunjukkan Loss Adjuster yang 
ditunjuk oleh Department Head Claim. 
Analisa klaim diotorisasi oleh Section 
Head Claim atau Department Head 
Claim sesuai dengan limit yang sudah 
ditetapkan. Section Head Claim akan 
melakukan review Claim liability pada 
Laporan Kerugian Sementara sesuai 
dengan limit yang sudah ditetapkan. 
c. Praktik yang Sehat 
Setiap transaksi yang dilakukan oleh PT 
Asuransi Wahana Tata dari awal 
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pengajuan klaim sampai dengan akhir 
pembayaran klaim tidak dilaksanakan 
oleh satu orang atau satu unit organisasi. 
Praktik yang sehat tercermin pada: 
 Section Head Claim atau 
Department Head Claim 
mengotorisasi setiap analisa klaim 
yang dibuat pihak internal maupun 
dari Loss Adjuster sesuai dengan 
limit yang sudah ditetapkan. 
 Claim Liability akan di-review oleh 
Section Head Claim atau 
Department Head Claim sesuai 
dengan limit yang sudah ditetapkan. 
 Klaim dengan nilai yang relatif 
besar memerlukan Independen Loss 
Adjuster. Department Head Claim 
yang mempunyai wewenang 
penunjukkan Independen Loss 
Adjuster. 
 Surat Keterangan kebakaran yang 
diserahkan pihak tertanggung  harus 
dilegalisir oleh badan atau instansi 
yang berwenang sebagai tanda 
keabsahan dokumen. 
d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan 
tanggung jawabnya 
Setiap karyawan pada PT Asuransi 
Wahana Tata sudah melalui proses 
seleksi sesuai dengan kriteria yang 
dibutuhkan manajemen. Khusus untuk 
karyawan yang belum memiliki 
pengalaman akan mengikuti pendidikan 
dan pelatihan supaya mampu 
menjalankan tugas sesuai dengan 
tanggung jawab.  Karyawan tidak 
mengandalkan prinsip “saling percaya” 
pada saat pelaksanaan yang 
berhubungan dengan transaksi atau 
kegiatan yang dilakukan perusahaan. 
Analisis Pengendalian Intern Sistem dan 
Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi 
Kebakaran 
a. Struktur Organisasi 
Sudah ada Pemisahan fungsi dan 
tanggung jawab yang baik . Hal ini 
tercermin pada: 
 Pemisahan yang jelas antara fungsi 
pelaksana (Claim Officer) dengan 
bagian yang mengotorisasi (Section 
Head Claim atau Department Head 
Claim). 
 Pemisahan antara fungsi pencatat 
transaksi (Bagian Keuangan) 
dengan pengotorisasi (Bagian 
Accounting). 
b. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan 
Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan 
pada PT Asuransi sudah cukup baik. Hal 
ini dapat dilihat dari: 
 Claim Statement yang dibuat Claim 
Officer akan diotorisasi oleh Section 
Head Claim atau Department Head 
Claim sesuai dengan limit yang 
sudah ditetapkan. 
 Bagian Accounting akan menerima 
Claim Statement dari Claim Officer 
dan melakukan pengecekan. 
 Bagian Accounting akan membuat 
surat perintah pembayaran ke bagian 
keuangan untuk selanjutnya 
dilakukan pembayaran klaim 
dengan cara transfer ke rekening 
tertanggung 
c. Praktek yang sehat 
 Adjustment Claim yang dibuat 
Claim Officer diotorisasi oleh 
Section Head Claim atau 
Department Head Claim sesuai 
dengan limit yang sudah ditetapkan. 
 Setiap Pembayaran dan pencatatan 
transaksi yang dilakukan oleh 
bagian keuangan akan diperiksa 
oleh bagian Accounting. 
 Claim Statement dan bukti transaksi 
pembayaran dirangkap dua sebagai 
arsip. Tertanggung membubuhkan 
tanda tangan diatas materai 
d. Pengamanan terhadap aktiva, dokumen, 
dan program komputer 
Perusahaan menggunakan brankas untuk 
melindungi kas dari resiko kehilangan 
kas. Laporan keuangan tersimpan secara 
aman dalam komputer dan dilindungi 
dengan password yang hanya diketahui 
oleh pegawai bagian keuangan yang 
berkepentingan saja. Perusahaan 
mempekerjakan teknisi komputer untuk 
mengatasi masalah Software dan 
Hardware dari masalah virus komputer 
atau kerusaka. Data perusahaan selalu 
di-backup secara berkala dalam Hardisk 
maupun Flashdisk. 
 
 Jurnal Administrasi Bisnis  (JAB)|Vol. 14 No. 1 September 2014|                                                                                                                        
administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id    
9 
 
 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
Peneliti dapat memberikan kesimpulan 
terkait dengan hasil penelitian tentang evaluasi 
pengendalian intern terhadap sistem dan 
prosedur pengajuan pembayaran klaim asuransi 
kebakaran pada PT Asuransi Wahana Tata 
Jakarta sudah cukup baik. Beberapa contohnya 
antara lain: 
a. Setiap transaksi yang dilakukan diotorisasi 
oleh fungsi yang berwenang. 
b. Perangkapan jabatan pada saat pelaksanaan 
pengajuan pembayaran klaim asuransi 
kebakaran tidak terlalu nampak. 
c. Proses awal pengajuan klaim sampai 
dengan akhir pembayaran klaim tidak 
dilaksanakan oleh satu orang atau satu 
organisasi saja. 
Dalam pelaksanaannya memang sudah 
cukup baik, namun ada beberapa kelemahan 
dalam pengendalian intern sistem dan prosedur 
pengajuan pembayaran klaim asuransi 
kebakaran pada PT Asuransi Wahana Tata yang 
perlu diperbaiki, antara lain: 
1. Wewenang dan tanggung jawab 
fungsional yang berhubungan dengan 
keterlibatan dalam pelaksanaan sistem 
dan prosedur pengajuan klaim tidak 
tercermin dalam job description. 
2. Pemisahaan fungsi pada struktur 
organisasi yang masih belum jelas, ada 
beberapa pemisahan fungsi yang harus 
diperhatikan antara lain: 
a. Fungsi pengecekan kelengkapan dan 
keabsahan berkas pengajuan klaim 
asuransi kebakaran. 
b. Fungsi pencatat secara 
komputerisasi maupun manual tidak 
ada pemisahan yang jelas pada 
struktur organisasi. 
Fungsi-fungsi tersebut hanya sebatas 
pemisahan dalam Claim Officer maupun 
bagian keuangan, belum ada pemisahan 
yang jelas pada struktur organisasi. 
3. Pada saat prosedur pengajuan klaim 
asuransi kebakaran pihak tertanggung 
harus menyerahkan dokumen awal 
sebelum Claim Officer melakukan 
survey. Setelah survey dilakukan Claim 
Officer memberikan rincian dokumen 
yang harus dilengkapi tertanggung 
sebelum dilakukan pemrosesan klaim 
lebih lanjut. Hal ini kurang efisien 
karena tertanggung diharuskan dua kali 
menyerahkan dokumen yang harus 
dilengkapi, dan tentunya akan 
memperlambat proses pengajuan dan 
pembayaran klaim asuransi kebakaran 
tersebut. 
Saran 
1. Klaim merupakan salah satu komponen 
penting dalam kegiatan perusahaan 
asuransi. Wewenang dan tanggung 
jawab yang berkaitan dengan 
pelaksanaan sistem dan prosedur 
pembayaran klaim sebaiknya 
dicantumkan dalam job description dari 
setiap fungsi yang terlibat. 
2. Pemisahan fungsi dan tanggung jawab 
pada struktur organisasi harus diperbaiki 
kembali. Ada beberapa yang harus 
diperbaiki antara lain: 
a. Fungsi pengecekan kelengkapan dan 
keabsahan berkas pengajuan klaim 
asuransi kebakaran. 
b. Pemisahan antara fungsi pencatat 
secara manual maupun 
komputerisasi 
3. Hal-hal mengenai persyaratan dokumen-
dokumen yang harus dilengkapi oleh 
pihak tertanggung seharusnya cukup 
pada sebelum survey, jadi tidak ada lagi 
dokumen yang harus diserahkan pada 
saat setelah survey dilakukan. Hal ini 
dilakukan untuk efisiensi waktu 
sehingga dapat mempercepat proses 
pengajuan dan pembayaran klaim 
asuransi kebakaran. Nasabah selaku 
pihak tertanggung akan merasa puas 
dengan pelayanan perusahaan apabila 
hal ini diperbaiki. 
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